BAB 11
TINJAUN UMUM TENTANG AKAD MUZARA'AH

A. Pengertian dan dasar hukum muzara’ah

1. Pengertian muzara’ah

Menurut bahasa, aitruzara’ahmemiliki dua arti, yang pertama al-
muzara’ah yang berarti tharh al-zurah (melemparkan tanaman),
maksudnya adalah modabl{hadza). Makna pertama adalah makna

majaz dan makna yang kedua adalah makna Hakiki

Secara istilahmuzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian
antara pemilik tanah dengan penggarap tanah deregganjian bagi hasil
yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tegd umumnya

paroan sawah atau fifti-fifti untuk pemilik tanalrdpenggarap tangh.

Ada beberapa pandangan tentang defihkizara’ah diantara

empat madzhab :

a. Al-Malikiyah mendefinisikannya dengan :
STIELCSE!

“perserikatan dalam pertanian”

! Hendi SuhendiFigih Muamalah Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 153

2 Masyfuk Zuhdi, Masail Fighiyah (Kapita Selekta Hukum Islandakarta : PT. Toko
Gunung Agung, 1997, h. 130

17
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b. Menurut Al-Hanabillah :
Lagim & o5l Ledde dany 5) Lo 5 (e A ()Y
Muzara’ahadalah penyerahan lahan pertanian kepada seoetary p

untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.
c. Imam Syafi'l mendefinisikamuzara’ahdengan :

Jalal ) e 3y L g yaa Le anas ia )Y) e

“pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan haeitanian,
sedanhgkan bibit pertanian disediakan oleh petaitilan®

Sedangkan pengertiamuzara’ah menurut dari beberapa ahli

antara lain :
1) Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabigq, dalam bukunyaigih Sunnah

mendefinisaknmuzara’ah dengan kerja sama dalam penggarapan tanah

dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkanDga maknanya
disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akenanaminya
dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan pdesittedari apa yang
dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga ataih lebnyak dan lebih

sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan keelaé ipihak
2) Abdul Sami’ Al-Mishri

Abdul Sami’ Al-Mishri mendefinisakamuzara’ahdengan sebuah

akad yang mirip dengaakad mudharabahnamun objek pengelolaan

% M. Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi Dalam Isladakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2003, h. 271 - 272

* Sayyid SabigFigih SunnahJakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133-134
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dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tam@emberikan
tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan,nganfika terdapat
panen, akan dibagi berdua sesuai dengan kesepaka¢dnmah akad
kerjasama pengolahan tanah pertanian antara perahlah dengan
penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahatapan kepada si
penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan lanblaagian tertentu
dari hasil panen. Jika terjadi kerugian, dalam geggal panen, maka
penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telghatas usaha dan

waktu yang telah dikeluarkan.

Akad muzara’ahhampir sama dengan akad sevj@dh) di awal,
namun diakhiri dengan akad syirkah. Dengan demjkika bibit berasal
dari penggarap, maka objek transaksinya adalah hfaaian lahan
pertanian, namun jika bibit berasal dari pemilikda, objeknya adalah
amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah ddaasi keduanya

bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.
3) Syafi’'l Antonio

Menurut Syafi'l Antoniomuzara’ahadalah kerjasama pengolahan

pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimgemilik lahan

®> Abdul Sami’ Al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006,
h. 110

& Abdul Sami’ Al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islamh. 110
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memberikan lahan pertanian kepada penggarap unitgnachi dan

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari lpasien’
4) Fuad Moch Fachruddin

Menurut Fuad Moch Fachruddimuzara’ah adalah satu istilah
yang dipakai untuk satu perjanjian antara petangy@ermupakat dengan
pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanyiak diusahakan,
ditanam dan hasilnya nanti dibagi antara merekduaesecara separoh-
separoh — pada umumnya, atau dua pertiga untuklibetanah dan
sepertiga untuk pak tani/pengusaha atau denganyeag lain daripada

itu.®

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui lzahwzara’ah
merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengaggeeap, dalam hal
ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasilgypmrmlahnya menurut

kesepakatan bersama.

2. Dasar hukum muzara’ah
Dasar hukum akadnuzara’ah terdapat dalam beberapa hadits,
diantaranya yaitu :

a. Hadits yang dririwayatkan oleh Imam Bukhori dariditah

" Muhammad Syafi’l AntonioBank Syari'ah dari Teori ke PrakteBakarta : Gema Insani,
2001, h. 99

8 Fuad Moch FachruddirRiba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuramsit ke 1V,
Bandung : PT Al Ma’arif, 1993, h. 215
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i el ol ade 40 Loa il ey JB dde A1 i, ) v e
Oleie oA Lahad agds Lo se s L slany o) e 256

“ Dari Abdullah r.a berkata : Rasulullah telah mebegikan tanah
kepada orang yahudi kahibar untuk dikelola dan ienalapatkan
bagian (upah) dari apa yang dihasilkan daripadariya.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim ddsnu Abbas r.a

pany 3 o) el (Slg de el asg ol alug ade Al e il )
Aaald ) G ol Leaiad gl Lge )y jld (i ) Al CulS e Al gy (ary
<L§J\$—}j\b\j)> 4

“Sesungguhnya Nabi SAW. Menyatakan : tidak menghkaa
berMuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya agein
menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya ;amgsiapa
memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau edkan
faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau,artaieh ditahan
saja tanah itu”.

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasiari Rafi’

RA dari Nabi SAW., beliau bersabda :

lee ) 58 Liay) e days e 568 gyl Al o) B g ) Wl

“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam oraladi:laki yang
ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya alridki yang
diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanamidgn laki-laki
yang menyewa tanah dengan mas atau petak”

d. ljma’ ulama’

- Para sahabat telah sepakat atas jainmyzara’ah[Y 5/343, 344 F5/8
N 5/274 (dari Al Bukhary)]

- Muzara’ah atas bagian merata dari hasil tanah,Imga 1/3nya, 1/2nya,

atau 1/6nya atau bagian apapun yang disebutkarjudaleh keseluruhan

° Al-lmam Sihabuddin, Irsyadussa$yarh Shohih al BukhoriJuz V, Beirut Lebanon :
Daarul Kitab Alulumiyyah, 923 H, h. 317

19 Abi Abdillah Muhammad bin YazidSunan Ibnu Majjah, juz 3Jo. Hadits 2449, h. 819



22

sampai waktu yang diketahui, jaiz hukumnya - - menhigmak yang
meyakinkan dan dipastikén
B. Perbedaan pendapat tentang muzara’ah
1. Ada perbedaan pendapat tentang boleh dan tidakkgd rauzara’ah
ini.Gologan pertama adalah golongan yang membotebhkau tidak ada
halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibviunzir, dan

Khattabi, mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar

e g oan e bl e dal dale alug adle A (Lo il Ol jee 0l oo
Paluaol sy &) ) e o

Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi Saw telah menklaer kebun
beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara ohlabreka dengan
perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penglaas baik dari
buah-buahan, maupun dari hasil pertahungpalawija).” (Riwayat
Muslim)

2. Golongan kedua berpendapat bahwa paroan sawata(a’al) tidak sah

atau dilarang. Mereka beralasan pada beberapashgalily melarang
paroan tersebut. Hadis itu ada dalam kitab hadish&u dan Muslim,

diantaranya :
e oY Q;)SUQMJMY\}S\USJ&@J';&\@\)Q;
Lﬂ]\du‘.‘—\_ﬂ.@_ﬁa& C);Jej}a& u;J;\M)SaJA (‘;@J)a&uu\
B jad ol 5>
Rafi’ bin Khadis berkata, “diantara anshar yang pa banyak
mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewa&mgian tanah
untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yanggemngkannya.
Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, gang lain tidak

berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang parodengan cara
demikian.” (Riwayat Bukhari)

1 sa'di Abu HabibEnsiklopedi |jmakJakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006, h. 508-509
12 |bnu Hajar Al AsgalanifFathul Baarj Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, h. 243
13 Afzalur RahmanDoktrin Ekonomi Islam h. 280
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Adapun hadis yang melarang tadi maksdnya hanya bfiapa
penghasilan dari sebagian tanah ditentukan megptirk@an salah seorang
diantara mereka. Karena memang di masa dahulu é&xeka memarokan
tanah dengan syarat akan mengambil penghasilanselaagian tanah yang
lebih subur, persentase bagian masing-masing plak tiketahui. Keadaan
inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi Sawalam hadis tersebut,
sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan caradadilinsaf. Pendapat
inipun dikuatkan dengan alasan dari segi kemaslahadn kebutuhan orang

banyak*
Sedangkan menurut ulama’ mazhab yaitu ;

1. Menurut Imam Syafi’'l, muzara’ah (mengerjakan tanah orang dengan
memperoleh sebagian dari hasilnya), sedang biljit yang dipergunakan
kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan, karédaktsah menyewakan
tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanyaadsai ulama’ mazhab
Syafi'iyah membolehkan, sama dengansagahorang upahan).

2. Ulama-ulama Hanafiyah berkatanuzara’ahpada syara’ ialah suatu akad
tentang pekerjaan di atas tanah oleh seseorangui@egberian sebagian
hasil, baik dengan cara menyewakan tanah dengagisebhasil, ataupun
yang empunya tanah mengupahkan yang bekerja dgegaibagian hasil.

Kata Abu Hanifah dan Muhammad : Boleh.

% Sulaiman RasjidFigih Islam cet. 40, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 200302-303

!> pendapat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hafsn Imam Abu Hanifah
berkata : bolelmuzara’ahkalau kerja dan bibit kepunyaan bersama.
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3. Ulama-ulama Malikiyah berkata muzara’ah pada syara’ ialah : suatu
akad yang batal, kalau tanah dari salah seorarangeulbit dan alat dari
orang lainMuzara’ahyang dibolehkan ialah : berdasarkan uffah.

4. Ulama-ulama Hanbaliyah berkata muzara’ah ialah : orang yang
mempunyai tanah yang dipakai untuk bercocok tanaamimerikannya
kepada seseorang yang akan mengerjakan serta niemnbkepadanya
bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian basii itu, sepertiga
atau seperdua dengan tidak ditentukan banyak suKata

C. Beberapa bentuk hubungan hukum terhadap muzara’ah

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan afit, fpada
akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasdeliut. Namun
demikian, ada beberapa bentuk sistem bagi hasg gakui oleh ahli figih
islam, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam A¥usuf dan Imam
Muhammad ; sebaliknya Imam Abu Hanifah menggapvaasemua bentuk

bagi hasil itu tidak sah.

Dibawah ini penulis memaparkan beberapa bemtukara’ah baik itu

yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh afih.f

'8 Ringkasnya, tidak boleh menyewa, atau mengupaitkatengan hasil yang diperoleh
dari tanah. Dan boleh kalau dengan upah tertentu.

7 Ash-Shiddieqy, Muhammad HasbHukum-Hukum Figih Islam (Tinjauan antar
Mazhab) cet ke 2 edisi 2, Semarang : PT. Pustaka RizkaPR001, h. 425-426
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1. Muzara’ahyang tidak dibolehkan

Dalam muzara’ah semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak

jelas, atau dapat menyebabkan perselisinan dankibatipn salah satu

pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemnafasacera adil atas

kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka benuzara’ah tersebut

dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan olehfiajith.

Berikut ini bentuk-bentuknuzara’ahyang dinggap terlarang oleh

ahli figih :

a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumisih teaetentu yang

b.

C.

harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suayarat yang
menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperolemjlibetanah
akan tetap menerima lima atau sepuluh mound daili penen.
Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari laharyatog berproduksi,
misalnya bagian utara atau bagian selatan dans&bagainya, maka
bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemaiiah.

Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, migaldisekitar alirang
sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahmaka hasil
daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, senmeatuk
pengolahan semcam ini dianggap karena bagian satukpihak telah
ditentukan sementara pihak lain masih diragukaay gembagian
keduanya tergantung pada nasib baik atua burulngghiada satu

pihak yang merugi.
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d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syatatdesebut tetap
akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanahasih
menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikanmgnakala
pemilik tanah menghendaki.

e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagl teagah tapi satu
pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alatjpéatanian.

f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, bernldeblankan kepada
pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak &elign tenaga kerja
kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenag@a kiem alat-alat
pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.

g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja atzath tmenjadi
pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih séataalat pertanian
pada pihak lainnya.

h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlahalmges sepuluh
atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak damya untuk
pihak lain.

i. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil paneangy harus
dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiadagiehasil tersebut.

j. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditaxdi lading atau
di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagdiahien kepada hasil

pengeluaran tandf.

18 Afzalur RahmanDoktrin Ekonomi Islam Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995,
h. 286-287
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2. Muzara’ahyang dibolehkan
Berikut ini adalah bentuk-bentukuzara’ahyang diperbolehkan
oleh ahli figih :

a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tané&hsatu pihak,
peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja thakpiain, keduanya
menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh iabatertentu
dair hasil.

b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, seyaudibebankan
kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertal@arburuh adalah
dari petani dan pembagian dari hasil tersebut hditesapkan secara
proporsional.

c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapdangan, benih
dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing ykan
diperoleh dari hasil.

d. Imam Abu Yusuf menggambarkamuzara’ahyang dibolehkan bahwa
. jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepadaosesg untuk
digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggutg pgani dan
semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan g#vaoleh pemilik
tanah. Dan jika tanah tersebut adalah “ushri, akiaayar oleh petani.

e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan keduaghbghak bersama
menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan
pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendzg@itin dari

hasil. Jika hal itu merupakan “Ushri” ushr akanagiér berasal dari
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hasil dan jika tanah itu “kharaj”. Kharaj akan diba oleh pemilik
tanah.

f. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan #lahakharaj,
maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibajah pemilik
tanah, dan jika tanah itu “ushri”, ushr juga aka@maglar olehnya, tapi
menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “ushri”, lusakan dibayar
oleh petani.

g. Apabila perjanjian muzara’ah ditetapkan dengan sepertiga atau
seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Haniaduanya,
kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tattah.

D. Rukun dan syarat muzara’ah

1. Rukun muzara’ah

Jumhur ulama yang memperbolehkan akatiuzara’ah
mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipemsehingga akad

dianggap sah. Rukunuzara’ahmenurut mereka adalah :

a. Pemilik lahan

b. Petani penggarap

c. Objekmuzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
d. ljab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahdah kabul

(pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh pgtani

19 Afzalur RahmanDoktrin Ekonomi Islam h. 288-289

%0 Hasrun Masroen, dklEnsiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet. &akarta : PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, him. 1273
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2. Syarat-syarat muzara’ah

Adapun syarat-syaranuzara’ah menurut jumhur ulama’ adalah,
ada yang menyangkut orang yang berakad, benih g&ag ditanam,
lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipadan menyangkut

jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bakedmanya
harus telah baligh dan berakal. Pendapat lain ki@dangan madzhab
hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau kedimkan orang
yang murtad. Akan tetapi, imam abu yusuf dan muhadibin hasan Asy-
Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karenenurut mereka
akadmuzara'ahboleh dilakukan antara muslim dan non muslim teuka

orang murtad.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam haras,jeehingga
—sesuai dengan kebisaaan tanah itu- benih yangaditatu jelas dan

menghasilkan.

Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian ladala

a. menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisdah dna
menghasilkan.

b. Batas-batas lahan itu jelas.

c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolalrabfp disyaratkan
pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, makadakauzara’ahtidak

sah.
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Syarat-syarat yang menyangkut hasila panen adatdiagai

berikut :

a. Pembagian panen untuk masing-masing pihak hamas jel

b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang Kkefatanpa ada
pengkhususan.

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal atsetengah,

sperempat, sepertiga, dan lain lain).

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga haruslagikan
dalam akad sejak semula, karena akaurzara’ah mengandung makna
akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan

sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waethagus jelas.

Untuk objek akad , jumhur ulama yang membolehkarzara’ah
mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasanipetehingga benih
yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan, puayemanfaatan

lahan, sehingga benihnya dari petani.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani
menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidakakadmuzara’ah

maka ada empat bentuk akadzara’ah yaitu :

a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerjandalat dari petani,
sehingga yang menjadi objekuzara’ah adalah jasa petani, maka

hukumnya sah.
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b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sgkian petani
menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yangjaxée objek
muzara’ahadalah manfaat lahan, maka akaakzara’ahjuga sah.

c. Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik tanam daerja dari petani,
sehingga yang menjadi objekuzara’ah adalah jasa petani, maka
akadmuzara’ahjuga sah.

d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan penalitan sedangkan
bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak.sklenurut Imam
Abu Yusuf dan Muhammad bin asy-Syaibani, menentulaat
pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadiak, karena alat
pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menuretekm manfaat
alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfdarakarena lahan
adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan &sdangkan
manfaat alat hanya unutk mengolah lahan. Alat pimtamenurut
mereka harus mengikuti pada petani penggarap, kéqzeda pemilik
lahan.

E. Akibat akad muzara’ah
Menurut jumhur ulama yang membolehkan akadzara’ah apabila
akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, mékesahukumnya adalah
sebagai berikut :
1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya berah 8iaya

pemeliharaan pertanian tersebut.
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2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaianadsgya pembersihan
tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahesua dengan
presentase bagian masing-masing.

3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan hatafa pihak.

4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakadaa kelah pihak.
Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebisaaaterdpat masing-
masing. Apabila kebisaaan lahan itu diairi dengan haijan, maka
masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk miendahan itu
melalui irigasi. Apabila lahan pertanian itu biagawliairi melalui irigasi,
sedangkan dalam akad disepakati menjadi tangguvepjpetani, maka
petani bertanggung jawab mengairi pertanian itwgdenrigasi.

5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum padan yang
meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumilama berpendapat
bahwa akad upah-mengupajarah) bersifat mengikat kedua belah pihak
dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu menurut metek@aatian salah satu
pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

F. Berakhirnyaakad muzara’ah
Ulama’ fikih yang membolehkan akaduzara’ah mengatakan bahwa
akad ini akan berakhir apabila :

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapabila jangka
waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertaniabeiwm laik panen,
maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen daiinlya dibagi sesuai

dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
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2. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali,bidgasalah
seorang yang berakad wafat, maka akawlzara’ah berakhir, karena
mereka berpendapat bahwa akachh tidak bisa diwariskan. Akan tetapi
ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapkfd itu bisa
diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir dengiafatnya salah
satu pihak yang berakad.

3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak p&rfahan, maupun dari
pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisampgkan akad
muzara’ahtersebut. Uzur yang dimaksud antara lain :

a. Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pétatersebut harus
ia jual, karena tidak ada harta lain yang bisa kimbelunasi hutang
tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakn melzdmpur tangan
hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itualeberbuah,
tetapi belum laik panen, maka lahan itu tidak balghal sebelum
panen.

b. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus me&bkkusuatu
perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampuaksanakn
pekerjaany&’

G. Bagi hasil dalam akad muzara’ah
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang sdichalengan
bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahaalt, dengan upah sebagian

dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu

L Hasrun Masroen, dklEnsiklopedi Hukum Islam Jilid 4, cet, 6. 1273-1274
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Pada tanggal 2 Januari 1960 telah diundangkan \dgrdiagiang Nomor
2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adagmg menjadi tujuan utama
lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakatam memori
penjelasan Undang-undang itu, khususnya dalam Ipsaje umum point (3)
disebutkan :

“Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yakgna@minya
lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikaereka dari
golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan pemjaragi hasil
yang diuraikan di atas, maka dalam bidang Agrariadakanlah
undang-undang ini, yang bertujuan untuk mengattjapgn bagi hasil
tersebut dengan maksud” :

a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan paragmya
dilakukan atas dasar yang adil.

b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiaarpdmilik
dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukany yayak
bagi para penggarap, yang bisaanya dalam perjdogignhasikl itu
berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu leatmumnya
tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumfahg yang
ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada & da atas,
maka akan bertambah bergembiralah para petani ggpeap, hal
mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tamaly
bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalataksanakan
program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Menurut undang-undang Nomor 2 tahun 1960 dalaml dadgelaskan

bahwa :
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‘perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nampapun juga yang
diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan smsgoatau badan
hukum pada pihak lain — yang dalam undang-undamgdisebut
“penggarap” — berdasarkan perjanjian mana penggdifsgrkenankan
oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan ugaréanian diatas
tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antarasgkbdlah pihak’.
Yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketepagal 1 Undang-
Undang tersebut adalah : “hasil usaha pertaniay giselenggarakan oleh
penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelahraiigi biaya untuk bibit,
pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen”

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap merkatisaaan yang
berkembang di tengah-tengah masyarakat bervaras, yang setengah,
sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan temgdcenderung sangat
merugikan kepada pihak penggarap, sehingga tergagdrak penggarap
selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilikhtaHal ini (khususnya
di Indonesia) sebenarnya sudah ada ketentuan kkersiasi\g pembagian dari
perjanjian bagi hasil ini.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjiagi basil ini dalam
ketentuan hukum islam tidak ada ditemukan petugang jelas, maksudnya
tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian deaap#® besar jumlah
bagian masing-masing pihak (pihak penggarap damppénggarap).

Dalam kondisi masyarakat dewasa ini hal sepertitentunya sangat
tidak memungkinkan , sebab kalau pembagian hasgbet hanya diserahkan
kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan pe¢agigarap, kemungkinan

besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab diegjaeap) berada dalam

posisi yang lemah, karena sangat tergantung kqpaddik tanah.



36

Untuk mengatasi hal ini, khususnya di Indonesialardarangka
terdapatnya perimbangan yang sebaik-baiknya ardapantingan masing-
masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah lubkikan Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertabamor 211/1980 dan
Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbandnak antara
pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam kepuottersenbut di atas
dikemukakan pada poin kedua, yaitu sebagai berikBésarnya imbangan
bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarapeiailik.

Besarnya imbangan bagian hasil tanah yang mengdpénggarap dan
pemilik sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 Undemging Nomor 2
Tahun 1960 sepanjang mengenai padi yang ditanamtaplikan oleh
bupati/walikotamadya Kepala Daerah dengan menggumpkdoman sebagai
tersbut dibawah ini :

1. Oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkesul dan
pertimbangan camat/kepala wilayah kecamatan sestansi-instansi yang
bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usalduksio pangan dan
pengurus organisasi tani yang ada di daerahnyaadeteylebih dahulu
mendengar usul dan pertimbangan kepala Desa ataalak&eluarahan
dengan lembaga ketahanan masyarakat Desanya.

2. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenagaak, tenaga tanam dan
panen sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf dngadedang Nomor
2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk natura padamhgssebesar

maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya dibastab sama dengan
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hasil produksi rata-rata dalam daerah tingkat Huakecamatan yang
bersangkutan atau dalam bentuk rumus sebagai beidka ¥4 X
Dalam mana Z = biaya untuk bibit, sarana produksiaga ternak, tenaga
tanam dan penen, X = hasil kotor

3. Jika hasil yang dicapai penggarap tidak melebilsil i@oduksi rata-rata
Daerah tingkat Il atau kecamatan sabagai yang apiken oleh
bupati/walikotamadya kepala daerah yang bersaagkmtaka hasil kotor,
setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana proguksaga ternak, tenaga
tanam dan panen yang dihitung menurut rumus 2adi aiibagi dua sama
besar antara penggarap dan pemilik, atau dalamulbenimus sebgai

berikut (rumus I) :

Hak penggarap = hak pemilik

X-7Z X-1/4X
2 2

4. jika hasil yang dicapai oleh penggarap diatas Immeiluksi rata-rata daerah
tingkat Il/lkecamatan sebagai yang ditetapkan olepab/walikotamadya
kepala daerah yang bersangkutan, maka besarnyanbgmgig menjadi hak
penggarap dan pemilik ditetapkan sebagai berikut :

a. hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-dlddagi menurut rumus |I.
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5.
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hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata giikentara penggarap dan
pemilik tanah dengan imbangan bagian, 4 bagian glemggarap dan 1
bagian dari pemilik atau dalam bentuk rumus sebaggakut (rumus II) :

hak penggarap =

1
Y—Z+4(X—Y)_Y—W+4(X—Y)
2 5 2 5

Hak Pemilik =

Y-z 1(X-Y)_Y-1/4X (X-YV)
2 5 2 5

jika di suatu daerah bagian yang menjadi hak peaggaada kenyatannya
lebih besar dari apa yang ditentukan pada rumuasnlrdmus Il di atas,
maka tetap diperlakukan imbangan yang lebih mengughkian penggarap.
Ketetapan bupati/walikotamadya kepala daerah mengdresarnya
imbangan bagi hasik tanah yang menjadi hak pengg#aa pemilik serta
hasil produksi rata-rata tiap Ha di daerah tingkatau kecamatan yang
bersangkutan, diberitahu kepada dewan perwakilyatalaerah tingkat Il
setempat.

Sesuai dengan penjelasan pasal 7 Undang-Undang mMimahun 1960,
zakat disisinkan dari hasil kotor yang mencapaiamisuntuk padi

(ditetapkan sebesar 14 kwintal).
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8. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang N2niahun 1960,
pemberian “sromo” oleh calon penggarap kepada getaitah dilarang.

9. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang N2niahun 1960,
pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik talaahdilarang untuk
dibebankan kepada penggafap.

H. Ekonomi Islam
1. Pengertian Ekonomi Islam
Ada beberapa pendapat mengenai definisi ekonormamisi
diataranya :
a) M. Umer Chapra
Ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang mémhgraya
realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dsimilbdisi sumber
daya yang terbatas yang berada dalam koridor yaeggatu pada
pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan indiatdu tanpa
perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan danpata
ketidakseimbangan lingkungan.
b) M. Najetullah Ash-shiddigiey
lImu ekonomi islam adalah respon pemikir muslinhéelap tantangan
ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras eéreka dibantu

oleh al-Qur'an dan sunnah, akal (jihad), dan pargah. %®

22 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubisjkum Perjanjian Dalam Islaprcet ke-2,
Jakarta : Sinar Grafika, 1996, h. 61-66

2 Nurul Huda, et alEkonomi Makro Islam Pendekatan Teoritlakarta : Kencana, 2009,
h. 2



40

Dengan demikian, secara umum ekonomi islam dajplafidisika
sebagai perilaku individu muslim dalam setiap atdsr ekonomi
syari‘ahnya, harus sesuai dengan tuntunan ekongani'at islam dalam
rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariahm@gava, akal,

nasab, dan harta).

Tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi suatu ekanislam
berdasarkan konsep dalam islam, yaitu tauhid yardasarkan rujukan

kepada al-Qur'an dan sunnah adalah :

- Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pasgadang, papan,
kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan analst.
- Memastikan kesempatan kesetaraan untuk semua orang.
- Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan menikama
ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekaliaaasyarakat.
- Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk uhamitai-nilai
moral..
- Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
2. Prinsip-prinsip dan karakteristik ekonomi islam
Ekonomi islam dapat didifinisikan sebagai perilakudividu
muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnyaubl sesuai dengan
tuntunan syari’at islam dalam rangka mewujudkan meanjaga magashid
syari’ah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).
Untuk mewujudkan tujuan tersebut ekonomi islam mamypi tiga

asas filsafat ekonomi islam, yaitu :
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a. Semua yang ada di alam semesta ini adalah mil&hAHWT, manusia
adalah khalifah yang memegang amanah untuk menggaonga.

b. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khaiifahusia wajib
tolong menolong dan saling membantu dalam melaksankegiatan
ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah

c. Beriman kepada hari kiamét.

Selain dari ketiga asas filsafat ekonomi islamtdsasecara umum
nilai-nilai islam yang menjadi filosofi ekonomi @&h dapat dijumpai
dalam asas yang mendasari perekonomian islam yaagbdl dari
serangkain doktrin ajaran islam. Asas-asas tersetalah :

a. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang sebenaukan kerelaan
yang sifathnya semu dan seketika. Kerelaan itu hadapat
diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yege Han dapat
dipertanggungjawabkan.

b. Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagaiatu
keseimbangan atau kesetaraan individu atau koesunKeadilan
harus mamapu menempatka segala sesuatu sesuan geagarsinya.
Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang santuk dapat
berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

c. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak gangikan.

d. Asas tolong menolongdan saling membantu sertaadidputuk adanya

pemerasan dan eksploitasi.

2 bid, h.3-4
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Ada beberapa prinsip ekonomi islam yang ditawar&keh para
ahli, diantaranya yaitu prinsip-prinsip ekonomiaisl yang ditawarkan

oleh M. A Choudury :

a) Prinsip tauhid dan persaudaraan
b) Prinsip bekerja dan prokduvitas

c) Prinsip distribusi kekayaan yang afil.

Sedangkan M. Najetullah Ash-Shiddigiey menggambarka
kerangka institusional masyarakat islam yang ditudalam artikelnya

“Teaching Economics in an Islamic perspectiadalah :

a. meskipun kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWAgamun dalam
islam diperkenankan suatu kepemilikan oleh indivighng dibatasi
kewajiban dengan sesama dan batasan-batasan raagaldiatur oleh
syara’.

b. Kebebasan untuk berusaha dan berkreasi sangagaiihaamun tetap
mendapatkan batasan-batasan agar tidak merugikak fain.

c. Usaha gabungan (joint venture) haruslah menjadidsan utama dalam
bekerja sama, dimana sistem bagi hasil dan sama-saemanggung
resiko diterapkan.

d. Konsultasi dan musyawarah haruslam menjadi landatsama dalam

pengambilan keputusan publik.

25 M. Nur Rianto,Dasar Dasar Ekonomi IslanSolo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011,
h. 13-14

28 |pid, h. 10
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e. gara bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaark umémgatur

individu dalam setiap keputusan dalam rangka meaicajuan islanf’

27 |bid, h. 14-15



